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ABSTRAK 

 Program Sekolah Ramah Anak merupakan lembaga pendidikan yang 

dikondisikan sebagai tempat yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak 

dengan memastikan terpenuhi hak-hak anak. Implementasi Sekolah Ramah Anak 

menjadi salah satu indikator capaian KLA sebagai upaya pemenuhan hak dan 

perlindungan anak di bidang pendidikan. SMPN 14 Bandar Lampung adalah 

sekolah yang telah  menerapkan program Sekolah Ramah Anak ini. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi dari Pasal 

30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung?. (2) Bagaimana 

tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan 

Kota Layak Anak?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 

30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung dan 

untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 

30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung.  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat. 

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, 

pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistemazing, sedangkan 

analisis data dilakukan secara kualitatif. 

 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 30 Peraturan 

Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota 

Bandar Lampung melalui Sekolah Ramah Anak di SMPN 14 Bandar Lampung 

telah diterapkan dengan memenuhi indikator SRA. Dalam penyelenggaraannya 

kurikulum yang digunakan di SMPN 14 Bandar Lampung sesuai dengan 

perkembangan anak. Pendidik dan tenaga pendidik mempunyai tindakan dan 

kepedulian terhadap siswa. Sarana dan prasarana untuk menuju SRA. Partisipasi 

anak yang mana guru selalu melibatkan segala kegiatan. Partisipasi orang tua 

dijadikan suatu hal pendukung dalam melaksanakan program SRA. Namun, 

dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yang ditemukan yakni terbatasnya 

anggaran sekolah dan jumlah guru serta padatnya aktivitas guru dalam memenuhi 

kebutuhan anak yang sesuai standar SRA. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

terhadap implementasi Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Bandar Lampung sudah memenuhi 

prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah, sebagaimana tujuan dari pengembangan 

KLA ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan mengembangkan sumber 

daya manusia sehingga dapat tercapai kemaslahatan umat.  
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MOTTO 

ن  وْنَُ الَْمَالُ  نْ يَا الْحَيٰوةُِ زيِْ نَةُ  وَالْب َ ۚ  الدُّ رُ  الصٰ لِحٰتُ  وَالْبٰقِيٰتُ   رُ  ثَ وَاباً ربَِّكَُ عِنْدَُ خَي ْ  اَمَلًُ وَّخَي ْ
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan 

yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 

baik untuk menjadi harapan”. 
(QS. Al- Kahfi:46) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal menghilangkan kesalahpahaman pembaca dalam 

skripsi ini maka secara singkat penulis akan menguraikan istilah-istilah dari 

judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah ―Tinjauan Fiqh Siyasah 

Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di 

SMPN 14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)‖. Judul tersebut terdiri dari 

beberapa istilah pokok, yaitu sebagai berikut:  

1. Tinjauan  

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata 

tinjau yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 

memahami dan sebagainya). Kemudian tinjauan adalah hasil meninjau, 

pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan 

sebagainya).
1
 

2. Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

Yaitu (politik pelaksanaan undang-undang). Yang artinya, sebagai 

pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas 

membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga 

dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat 

                                                             
1
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1529. 
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ditranformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga 

setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.
2
 

3. Implementasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi berarti 

pelaksanaan.
3
 Implementasi biasanya dikaitkan pada suatu kegiatan yang 

dilaksanakan untuk suatu tujuan tertentu. 

4. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Pengembangan Kota Layak Anak 

Merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah 

Kota Bandar Lampung terkait dengan perwujudan Kota layak anak yang 

dibentuk untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak di 

Kota Bandar Lampung. 

Berdasarkan istilah-istilah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ―Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi 

Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung‖ yaitu 

bagaimana implementasi Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar 

Lampung berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang kemudian ditinjau 

dari sudut pandang Fiqh Siyasah Tanfidziyah.  

 

 

                                                             
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 

Pratama, 2007), 33. 
3 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 

548. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. 

Kehadiran seorang anak dalam kehidupan berkeluarga merupakan anugerah 

yang sangat diidamkan. Permasalahan perlindungan terhadap anak sekarang 

ini menjadi salah satu isu utama yang diperbincangkan.
4
 Berbagai 

permasalahan dan kasus yang menjadikan anak sebagai korban perlakuan 

diskriminasi, kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak. 

Implementasi pemenuhan hak-hak anak adalah upaya bagaimana sinkronisasi 

hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alamiah 

yang didapatkan seseorang sejak lahir sebagai bentuk kompensasi dari hak 

asasi manusia yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh 

warga Negara yang diberi kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial 

dalam bermasyarakat, politik, budaya, agama dan kesejahteraan, kewajiban 

Negara dalam pemenuhan hak-hak anak dimana hak tersebut diakui dan 

dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia maupun 

pengakuan-pengakuan dan perlindungan menurut hukum nasional pada suatu 

negara.
5
 

Cita-cita nasional untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan 

politik dan pemerintahan ada kecenderung untuk mengabaikan hukum rakyat 

yang masih plural dan bersifat lokal untuk diganti dengan hukum nasional 

dalam bentuk unifikasi dan terkodifikasi Kebijakan hukum nasional ditantang 

                                                             
4 Fathul Mu‘in and Meli Yanti, ―Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Pergantian Nasab 

Anak Oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam,‖ Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 3 (2023): 

176–92, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v3i2.7926. 
5 Ibid., 178. 
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untuk merealisasi cita-cita nasional sebagai kekuatan pembaharuan.6 Mengacu 

pada aturan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Pengembangan Kota Layak Anak dalam rangka pemenuhan 

kewajiban pemerintah dalam rangka menjaga, melindungi, dan memberikan 

hak yang layak terhadap anak-anak. Perlindungan anak mutlak diwujudkan 

oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin keberadaannya oleh 

negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Perlindungan 

anak mencakup anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan, dan meliputi hak hak anak untuk hidup, tumbuh, 

berkembang, dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan serta 

mendapat perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.  

Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap bidang 

pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi dan 

komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam 

mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki 

maupun perempuan. Pada sebagian orang tua memahami anak sebagai 

‗amanah‘ dan ‗titipan‘ yang harus dilindungi dan dihargai. Sedangkan pada 

sebagian orang tua ‗anak‘ sebagai ‗aset keluarga‘ dan anak harus mengerti 

orang tua. Pemahaman yang terakhir ini kadang-kadang anak menjadi korban 

perdagangan anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, serta tumbuh dan 

berkembangnya terabaikan. Begitu banyak pemberitaan tentang kekerasaan 

terhadap anak; anak lahir dan mati di kamar mandi, anak disiksa, dicabuli, 

dieksploitasi, dipekerjakan di bawah umur, dan dinikahkan pada usia dini 

                                                             
6 Fathul Mu‘in, ―Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status 

Perempuan,‖ Jurnal Legal Studies 2, no. 1 (2022): 23. 
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dengan alasan ekonomi. Sederet contoh ini merupakan bukti bahwa keluarga 

sebagai institusi terkecil dalam masyarakat belum seluruhnya ramah terhadap 

anak. Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat 

belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat 

transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap 

anak.
7
 Di masa depan kualitas anak ditentukan oleh apa yang kita perbuat di 

masa kini. Artinya, ketika dunia berharap di masa depan ada peradaban 

manusia yang lebih baik dari masa kini kita tidak boleh terlambat untuk 

memberi dan melindungi hak-hak anak.
8
 

Penyelenggara perlindungan anak ini yaitu baik kelompok masyarakat 

yang paling kecil yaitu keluarga terdapat orang tua, seluruh komponen 

masyarakat sampai kepada Negara tentunya. Komitmen atas perlindungan 

anak terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Prinsip atas 

Hak Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang. Setiap anak Memiliki hak 

yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup 

serta perkembangan anak sampai batas maksimal. Dalam semua tindakan yang 

menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan 

legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus 

menjadi pertimbangan utama. Anak yang memiliki pandangan-pandangan 

sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya 

secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak. Terdapat nilai 

menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya 

                                                             
7 Mustiqowati Ummul Fithriyyah, ―Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di 

Kota Pekanbaru,‖ Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 9, no. 2 (2017): 155. 
8 Habib Shulton Asnawi, ―Perlindungan Korban Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Dan 

Hak Asasi Manusia,‖ Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2022): 46. 
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dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupannya.
9
 Harta merupakan salah satu kebutuhan inti 

dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Dalam surat 

Al-Kahfi ayat 46:
10

 

نْ يَا لِحٰتُ خَي ْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَ وَاباً وَّخَي ْرٌ امََلً  ۚ  الَْمَالُ وَالْبَ نُ وْنَ زيِْ نَةُ الْْيَٰوةِ الدُّ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰ  
 

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal 

kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46). 

 

Selain keluarga, perlakuan lingkungan bermain, lingkungan tempat 

belajar, dan fasilitas publik yang disediakan pemerintah, seperti jalan, alat 

transportasi, tempat rekreasi, dan lainnya ternyata juga belum ramah terhadap 

anak. Islam menggariskan agar pemeluknya menyiapkan generasi (anak-anak), 

yang berkualitas dan tidak mengkhawatirkan kesejahteraan mereka. 

Upaya pemenuhan hak anak secara konstitusi Indonesia mengatur peran 

strategis anak dengan mendukung hak anak dalam hidup, tumbuh kembang 

dan memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Hal tersebut 

karena anak sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa sudah 

seharusnya memperoleh haknya dengan baik. KLA merupakan sebuah 

kerangka peningkatan pembangunan wilayah dengan menggabungkan antara 

komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, serta 

merencanakan kebijakan, rencana, dan kegiatan yang bermaksud untuk 

mewujudkan hak-hak anak secara komprehensif. Tujuan kebijakan KLA yaitu 

menciptakan suatu kondisi yang bisa memberikan pemenuhan hak anak secara 

                                                             
9 Noverman Duadji and Novita Tresiana, Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan (Lampung: Unila, 

2017), 19. 
10 Dewi Annisa, ―Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota 

Layak Anak Terhadap Hukum Islam‖ (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 33. 
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berkesinambungan. Kebijakan pengembangan KLA memiliki lima klaster dan 

24 indikator capaian untuk menilai pemenuhan hak anak di setiap Kota. 

Klaster tersebut antara lain meliputi : Hak sipil dan kebebasan, Lingkungan 

keluarga dan pengasuhan alternatif, Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 

Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan Perlindungan 

khusus. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dikategorikan atas KLA, 

Utama, Nindya, Madya, dan Pratama. 

Meskipun berbagai pembangunan KLA telah di gulirkan yang bertujuan 

untuk memperkecil atau menghapus persoalan anak, namun ternyata isu anak 

belumlah mampu menjadi pusat perhatian pembangunan di Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini lebih menekankan pada 

pembangunan ekonomi, politik dan infrastruktur, tanpa mempertimbangkan 

unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan.  Banyak 

kebijakan  pembangunan yang  belum  berpihak  pada  anak,  sehingga  dalam  

implementasinya  dan  birokrasi  pemerintah  nampaknya  juga  belum  

responsif  anak  karena belum  adanya  kesadaran dari pembuat kebijakan 

ataupun pimpinan birokrasi terhadap pentingnya isu anak dalam kebijakan-

kebijakan yang disusun.
11

 Ia memiliki hak yang dilindungi oleh undang-

undang untuk dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan 

sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah sekolah bahkan memiliki 

kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas, potensi yang dimilikinya. Hak 

pertama dan yang paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak 

hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.  

                                                             
11 Noverman Duadji and Novita Tresiana, ―Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance,‖ 

Jurnal Studi Gender 13, no. 1 (2018): 3. 
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Dampak anak yang bekerja di bawah umur pada masing-masing sektor 

berbeda, seperti dampak anak yang bekerja di sektor pertambangan sangat 

berbeda dengan dampak anak yang bekerja di sektor penjualan, produksi dan 

perdagangan narkoba. Selain dampak khusus, pekerja anak yang bekerja 

dibawah umur juga mempunyai dampak secara umum yaitu: 

1. Tidak memiliki waktu luang untuk bermain.  

2. Terganggunya proses tumbuh kembang anak. 

3. Terganggunya kesehatan fisik dan mental anak. 

4. Rasa rendah diri dalam pergaulan.  

5. Rentan terhadap perlakuan diskriminatif. 

6. Rentan mengalami kecelakaan kerja.  

7. Rentan terhadap perlakuan tindak kekerasan, eksploitasi dan 

penganiayaan.  

8. Rentan menciptakan generasi miskin (dari pekerja anak melahirkan 

pekerja anak pula).
12

 

Oleh karena itu berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan 

negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski 

demikian, telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam 

kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, namun masih saja 

ditemukan permasalahan anak yang justru terlihat semakin kompleks. Di 

bidang pendidikan, angka putus sekolah mengalami trend kenaikan yang 

disebabkan oleh kemiskinan, di bidang kesehatan ditemukan masih banyaknya 

                                                             
 

12
 Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, ―Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas 

Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung,‖ Jurnal As-Siyasi 1, no. 2 (2021): 60–73, 

https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006. 
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anak dari keluarga miskin yang belum dapat mengakses kesejahteraan, 

aksesibilitas anak difabel dalam memperoleh pendidikan.  

Upaya pengembangan KLA dalam bidang Pendidikan yakni kebijakan 

Sekolah Ramah Anak (SRA) yang diharapkan mampu memenuhi, menjamin, 

dan melindungi hak anak di lingkungan sekolah. SRA menjadi salah satu 

program pengembangan KLA dalam bidang Pendidikan, melalui SRA tersebut 

diharapkan anak-anak dapat terpenuhi haknya dalam mendapatkan 

Pendidikan. 

Itulah Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan 

Kota Layak Anak yang tertulis pada Pasal 30 bahwa, ―Penetapan Sekolah 

Ramah Anak didasarkan Pada Kemampuan sekolah dalam menjamin 

pemenuhan hak anak‖. Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

mengambil judul tentang : ―Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap 

Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar 

Lampung (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Bandar Lampung)‖. 

C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis 

memfokuskan penelitian pada Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah 

Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan 

Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung. 
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2. Subfokus Penelitian  

Adapun subfokus dari penelitian ini adalah dengan penelitian 

deskriptif dan metode pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini berupaya 

menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan pada judul penelitian ―Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah 

Terhadap Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 

14 Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)‖ 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak 

di SMPN 14  Bandar Lampung ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi 

Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung?  

E.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang di 

uraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak 

tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap 

implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 

Bandar Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih mendalam terkait 

implementasi dari Kota Layak Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota 

Layak Anak.  

2. Secara Praktis 

Sebagai pemberitahuan kepada pemerintah bahwa sebagian anak 

masih belum mendapatkan haknya sehingga hal itu yang menjadi 

perhatian pemerintah dan masyarakat dalam melindungi, menjaga dan 

memberi hak anak tersebut. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terdapat beberapa skripsi yang membahas dan mengkaji tema tentang 

tinjauan dan analisis dari sebuah regulasi yang mengkaji persoalan tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak, antara lain: 
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Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Hendy Isharyanto, Program Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung tahun 2020 dengan judul ―Analisis Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Studi Di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk 

Dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan)‖. Adapun tujuan 

penelitian ini ingin mengetahui implementasi Permen PP dan PA Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di 

Kabupaten Way Kanan, dan analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi 

Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi 

Permen PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sudah berjalan, 

namun belum maksimal. Dari 24 indikator ada beberapa poin yang belum 

terimplementasi, seperti masih adanya tindak kekerasan dan perkawinan 

anak, sarana infrastruktur dan ruang bermain publik yang ramah anak 

masih sangat minim, dan kawasan dilarang merokok yang baru terlaksana 

di area perkantoran. Analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen 

PP dan PA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota 

Layak Anak di Kabupaten Way Kanan sesuai dan tidak bertentangan 

dengan prinsip dan kaidah-kaidah fiqh siyasah. Karena dalam ketentuan 
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Islam maupun fiqh siyasah, manusia dilarang untuk melakukan kekerasan 

terhadap anak dan harus memenuhi hak-hak anak.
13

 

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Melita Anjela Octadi tahun 2022 dengan 

judul ―Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota 

Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah‖. Penelitian ini mengkaji 

tentang peran Dp3a terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota 

Pekanbaru dan untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap 

Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru. 

Hasil penelitian ini adalah bahwa dinas pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak kota pekanbaru dalam mengatasi eksploitasi anak di 

bawah umur masih belum berjalan dengan maksimal, di karenakan masih 

ada program kerja yang terhambat pelaksanaannya. Hal ini dapat di lihat 

pada kenaikan angka kasus setiap tahunnya.
14

 

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nober Febrianzyah S, Program Studi 

Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam 

Negeri Satu Tulungagung tahun 2022 dengan judul ―Penyelenggaraan 

Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Hukum Positif Dan Fiqih Siyasah 

(Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)‖. Penelitian ini mengkaji tentang 

                                                             
13 Hendy Isharyanto, ―Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Indikator Kabupaten Kota 

Layak Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2020). 
14 Melita Anjela Okadi, ―Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap 

Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah‖ (Skripsi, Universitas Islam Negeri 

Syarif Kasim Riau, 2022). 
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Mendeskripsikan penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten 

Nganjuk, menganalisis penyelenggaraan kabupaten layak anak di 

Kabupaten Nganjuk berdasarkan hukum positif, dan menganalisis 

penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan 

fiqih siyasah dusturiyah. 

Dari Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Penyelenggaraan kabupaten 

layak anak di Kabupaten Nganjuk terdiri 5 klaster dengan beberapa 

indikator. Klaster 1 (hak sipil dan kebebasan), klaster 2 (lingkungan 

keluarga dan pengasuhan alternatif), dan klaster 4 (pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya) sudah diterapkan. Adapun 

klaster 3 (kesehatan dasar dan kesejahteraan) dan klaster 5 (perlindungan 

khusus) terdapat indikator yang belum diterapkan.Klaster 3 pada indikator 

jaminan sosial layanan kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh ke 

semua anak dikarenakan progam jamkesmas dan jamkesda hanya 

memprioritaskan masyarakat miskin. Klaster 5 berkaitan dengan korban 

kekerasan dan eksploitasi, belum ada perlindungan dari tindak kejahatan 

seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi 

nama, atau penggelapan asal-usul. 2) Berdasarkan hukum positif, 

penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk sesuai 

dengan Permen PPPA Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 7. Namun, pada indikator ke-1 pada 

klaster 5, masih belum ada perlindungan dari tindak kejahatan seperti 

perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau 

penggelapan asal-usul. Dalam hal ini, Kabupaten Nganjuk hanya 
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menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan 

seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Selain itu, pada indikator 

ke4 klaster 3 tentang jaminan sosial layanan fasilitas kesehatan belum 

diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk. 3) Berdasarkan fiqih 

siyasah dusturiyah, penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten 

Nganjuk sesuai dengan prinsip kaidah fiqih berdasarkan xi surat an-Nisa‘ 

ayat 58 tentang perintah Allah SWT kepada para pemimpin dan orang 

yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum 

kepada manusia. Hanya saja pada klaster 5 indikator ke-1 Kabupaten 

Nganjuk hanya menangani kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi 

(BPTA) dan seksual, perdagangan, serta kejahatan seksual. Selain itu, 

pada klaster 3 indikator ke-4 tentang jaminan sosial layanan fasilitas 

kesehatan belum diterapkan secara menyeluruh pada KLA Nganjuk.
15

 

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ilham A Hamudy Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri. Dengan judul 

―Upaya Mewujudkan Kota Layak Anakdi Surakarta Dan Makassar‖. 

Penelitian ini mengakaji tentang menggambarkan sebagai upaya yang 

dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar  dalam mewujudkan  

KLA,  berikut  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  melingkupi  

perwujudan   KLA   tersebut. Tujuan penelitian ini untuk    menciptakan    

KLA    di    Indonesia    diperlukan  kesamaan  paradigma  mengenai  

anak.  Dibutuhkan   kerja   sama   yang   baik   di   antara   berbagai       

pihak       yang       betul-betul       mau       mengedepankan  kepentingan  

                                                             
15 Nober Febrianzyah S, ―Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Berdasarkan Hukum Positif 

Dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Di Kabupaten Nganjuk)‖ (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung Riau, 2022). 
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terbaik  untuk  anak.  Dari   dua   lokus   yang   telah   digambarkan   

dalam   penelitian  ini,  terdapat  banyak  upaya  yang  telah  dilakukan   

pemerintah   kota,   baik   Surakarta   dan Makassar.  

Hasil penelitian ini evaluasi     rancangan     perda     (raperda)  tentang  

tata  ruang  daerah  kabupaten/kota  oleh  pemerintahan  daerah  provinsi  

dan  evaluasi  raperda  tentang  tata  ruang  daerah  provinsi  oleh  

pemerintah  pusat  melalui  Kemendagri,  agar  secara  berjenjang   

menekankan   pada   ketersediaan   RTH   dan   ruang   bermain   anak   

serta   secara   selektif   melarang alih fungsi lahan hijau. Kemendagri  

selaku  koordinator  pembinaan  dan   pengawasan   penyelenggaraan   

pemerintahan   daerah  kiranya  juga  perlu  mendorong  kementerian  

terkait  (Kementerian  Dikdasbud  dan  Kementerian  PPPA)    untuk    

menetapkan    standar    pelayanan    minimal  (SPM)  Pendidikan  Dasar  

dan  Menengah  yang     berpihak     kepada     anak     sesuai     masa     

pertumbuhannya,  tidak  merampas  masa  bermain anak   untuk   alasan   

kurikulum,   serta   penetapan   NSPK  perlindungan  anak,  termasuk  di  

dalamnya pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  publik  berbasis  anak. 16 

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Miftahul Jannah, yang berjudul 

―Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan 

Kota Layak Anak Di Kota Palembang‖. Penelitian ini mengkaji tentang 

partisipasi anak dalam proses keterlibatan pengambilan keputusan dalam 

segala hal yang berkaitan dengan memperjuangkan kepentingannya 

haknya secara sadar, memahami dan mempunyai kemauan yang sama 

                                                             
16 Moh Ilham A Hamudy, ―Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Makassar,‖ Jurnal 

Bina Praja 7, no. 2 (2015): 20–29. 
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sehingga anak dapat menikmati manfaat dari hasil keputusannya. Forum 

Anak-anak memiliki peran utama sebagai pionir dan Pelapor. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untul mengoptimalkan peran dari forum anak Kota 

Palembang serta mengetahui faktor-faktor tersebut. Kurangnya 

optimalisasi dapat dilihat pada peran pionir sebagai agen perubahan yang 

belum berhasil mengajak masyarakat terlibat dalam melakukan perubahan 

demi kebaikan anak-anak, sementara peran reporter hanya separuhnya 

pemenuhan hak-hak anak yang baru saja diberitakan. Jadi dalam hal ini, 

saran diperlukan untuk meningkatkan peran Forum Anak. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa peran masyarakat Palembang Forum Anak Kota 

dalam mensosialisasikan kebijakan kota yang layak belum dilakukan 

optimal.
17

 

 Perbedaan antara kelima penelitian di atas dengan penelitian ini adalah, 

pada penelitian pertama tersebut implementasi Permen PP dan PA Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Way 

Kanan, dan analisis Fiqh Siyasah terhadap implementasi Permen PP dan PA 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di 

Kabupaten Way Kanan. Penelitian yang kedua mengkaji tentang peran Dp3a 

terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru dan untuk 

mengetahui Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur 

Di Kota Pekanbaru. Penelitian ketiga mengkaji tentang penyelenggaraan 

kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk, menganalisis penyelenggaraan 

                                                             
17 Miftahul Jannah, ―Optimalisasi Peran Forum Anak Dalam Mensosialisasikan Kebijakan Kota 

Layak Anak Di Kota Palembang,‖ Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10, no. 2 (2022). 
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kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk berdasarkan hukum positif, dan 

menganalisis penyelenggaraan kabupaten layak anak di Kabupaten Nganjuk 

berdasarkan fiqih siyasah dusturiyah. Penelitian keempat membahas tentang 

upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar  dalam 

mewujudkan  KLA,  berikut  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  

melingkupi  perwujudan   KLA   tersebut. Dan penelitian  kelima mengkaji 

tentang partisipasi anak dalam proses keterlibatan pengambilan keputusan dalam 

segala hal yang berkaitan dengan memperjuangkan kepentingannya haknya secara 

sadar, memahami dan mempunyai kemauan yang sama sehingga anak dapat 

menikmati manfaat dari hasil keputusannya. Sedangkan penelitian ini mengkaji 

tentang Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap 

implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 

2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak dan untuk mengetahui 

implementasi peraturan tersebut di SMPN 14 Bandar Lampung. 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan kumpulan prosedur, skema, dan algoritma 

yang digunakan sebagai alat ukur atau instrument dalam pelaksanaan 

penelitian.
18

 Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu 

dilaksanakan.
19

 Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode : 

1. Jenis penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research). Penggunaan pendekatan kualitatif 

                                                             
18 Kris H. Timotus, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2017), 5. 
19 Susiadi As, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian LP2M Institut Agama Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, 2015), 21. 
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menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di 

lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti terjun langsung 

ke lapangan untuk mempelajari, menganalisis, serta menarik kesimpulan 

dari apa yang terjadi di lapangan. Kemudian data penelitian ini akan 

dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara 

kualitatif, selanjutanya disajikan dalam bentuk deskriptif. Penelitian 

kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
20

 Teknik analisis data 

menggunakan deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi 

atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan 

akurat. Dengan demikian, dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang 

bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi 

Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 

Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung. 

2. Sumber data  

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, maka yang digunakan 

terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul.
21

 Data yang dihasilkan 

merupakan data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada bidang 

perlindungan anak dan beberapa guru SMPN 14 Bandar Lampung. 

                                                             
20 Rahmadi, Pengantar Metodelogi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14. 
21 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 121. 



 
 

 

20 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder yaitu sumber data yang mendukung dan 

berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data sekunder didapat dari 

buku-buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Setelah itu data akan dicatat, dianalisis dan dilaporkan serta menarik 

kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.  

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi  

 Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang 

akan diteliti dalam populasi berupa orang, lembaga, media, dan 

sebagainya. Populasi dari penelitian ini ialah keseluruhan yang ada di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar 

Lampung, yaitu berjumlah 19 populasi. 

b. Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Populasi yang diambil melalui Teknik sampling (Purposive 

Sampling), yakni cara mereduksi objek penelitian dengan mengambil 

sebagian saja yang dapat dianggap representif terhadap populasi. 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 3 

orang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Bandar Lampung antara lain 1 orang Kepala Bidang Pemenuhan Hak 

dan Perlindungan Anak, 1 orang Seksi Pemenuhan Hak Anak 

(Penggerak Swadaya Masyarakat) Bidang Pemenuhan Hak dan 
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Perlindungan Anak dan 1 orang Seksi Pencegahan Penanganan 

Kekerasan Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak. 1 

orang Guru/ Wakil Bidang Akademik SMPN 14 Bandar Lampung dan 

1 Orang Guru SMPN 14 Bandar Lampung. 1 Orang Tua Siswa SMPN 

14 Bandar Lampung. 

4. Metode Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian diperoleh dengan cara : 

a. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Dalam penelitian ini 

menggunakan pengumpulan data wawancara seperti interview. 

Wawancara ditujukan kepada bidang Perlindungan Anak di Dinas 

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandar Lampung. Serta guru 

SMPN 14 Bandar Lampung 

b. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah salah satu proses pengumpulan data melalui 

pengambilan gambar maupun data tertulis. 

5. Metode Pengolahan Data 

 Data-data yang diperoleh kemudian diolah agar terstruktur dan 

dapat dicermati, dilakukan dengan cara : 

a.  Editing (Pemeriksaan Data), yaitu meneliti data yang diperoleh agar 

jelas, relevan, dan lengkap. 
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b. Sistemazing (Sistematisasi Data), yaitu menempatkan data menurut 

kerangka sistem bahasan berdasarkan urutan masalah. 

6. Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu upaya memeriksa, menyusun, menguraikan serta mendeskripsikan 

data yang diperoleh sehingga membentuk suatu hipotesis. Adapun 

pendekatan berfikir menggunakan metode induktif. 

I. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini berisi tentang keseluruhan 

penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir 

penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, 

terlebih dahulu penulis uraikan sistematika penelitian terdiri dari.   

 Bab I Pendahuluan. Berisikan uraian dari penegasan judul penelitian, latar 

belakang masalah, Fokus dan Sub Fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian yang 

digunakan, metode pengolahan data, dan sistematika penelitian.  

 Bab II Landasan Teori. Berisikan kajian terhadap beberapa teori dan 

referensi yang menjadi landasan selama mendukung studi penelitian ini di 

antaranya konsep fiqih siyasah tanfidziyah dan bagian kedua membahas 

tentang Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 

2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak.  

 Bab III Laporan Hasil Penelitian. Berisikan tentang gambaran umum 

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar 
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Lampung, selanjutnya membahas tentang implementasi Pasal 30 Peraturan 

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan 

Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung. 

 Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan. Merupakan inti dari peneitian 

yaitu analisis implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di Kota 

Bandar Lampung dan Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah terhadap 

implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar 

Lampung. 

 Bab V Penutup. Memuat kesimpulan yang disajikan secara ringkas yang 

diperoleh berdasarkan hasil observasi di lapangan dan dianalisis kemudian 

direkonstruksi agar perolehan data dapat dipahami. Rekomendasi dirumuskan 

berdasarkan kejadian di lapangan, yang berisi mengenai langkah-langkah yang 

dapat diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian ini 



24 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

 Kata Fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 

pengertian Fiqh adalah ―paham yang mendalam‖. Secara terminologis 

(istilah), menurut ulama – ulama syara, fiqh adalah pengetahuan tentang 

hukum – hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang 

diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-

hukum khusus yang diambil dari dasar – dasarnya dan sunah). Jadi fiqh 

adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari 

Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran 

dan ijtihad.
22

 

 Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup 

pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), 

fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara 

luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi 

jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), 

murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam 

al-dualiyah (hubungan internasional).
23

 

 Siyasah berasal dari kata sasa-yasusu-siyasatan yang artinya 

mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan‖. Oleh 

                                                             
 22 Syarifuddin, Ushul Fiqih (Jakarta: Kencana, 2008), 3. 

23 Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2. 
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karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata as-siyasah berarti 

pemerintah pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, 

pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.  

 Jadi pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna 

untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang 

bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. 

Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan 

semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan). Adapun jenis 

kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara‘ antara lain: memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan, dan harta.
24

  Hukum-hukum yang berlaku bagi 

umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari‘at Islam 

(menjadi bagian dari syari‘at Islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara‘.
25

  

 Dapat dipahami bahwa tujuan atau hikmah pensyari‘atan hukum 

Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima 

unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
26

 Sejatinya 

syariat Islam itu dibangun atas dasar maslahah yang diperuntukkan bagi 

kehidupan manusia sebagai hamba-Nya, baik menyangkut urusan duniawi 

maupun urusan akhiratnya.
27

 Maka kita selaku umat Islamlah yang 

                                                             
 24 Jayusman et al., ―Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya 

Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi 
Agama Bengkulu),‖ Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13, no. 1  (2020). 
 25 Jayusman, ―Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif,‖ Jurnal Pemikiran Hukum 

Dan Hukum Islam 5, no.35 (2018). 
 26 Jayusman, Fahimah Iim, Dan Hidayat Rahmat, ―Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam 
Perspektif Maqasid Syari‘ah,‖ Ijtima‟iyya 13, No. 2 (2020). 
 27 Jayusman Et Al., ―Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah 

Istri Pasca Surat Edaran  DirjJen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan 

Dalam Masa Iddah Istri, ― El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 3 no. 2 (2022). 
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kemudian harus menggali hikmah-hikmah yang terkandung dibalik 

perintah tersebut.
28

  

 Dalam kajian fiqh siyasah terdapat mashlahah-al-Mursalah yang 

dalam pengaturannya mengatur dan mengendalikan persoalan yang tidak 

diatur oleh syariat seperti Al-Quran dan Sunnah. Tujuan utama dari teori 

ini adalah kemaslahatan yakni memelihara dari kemudharatan dan 

menjaga kemanfaatannya. Disebutkan bahwa fiqh siyasah dapat 

dipersempit meliputi empat bidang, yaitu fiqh siyasah dusturiyah 

,mencakup siyasah tasyri‟iyyah, siyasah qadha‟iyyah, siyasah 

iddariyyah, siyasah tanfidziyah, fiqh siyasah dauliyah/kharijiyah, fiqh 

siyasah maliyah, fiqh siyasah harbiyah.
29

 

 Dalam pembahasan skripsi ini lebih mengarah kepada Fiqh 

Siyasah Tanfidziyah. Hal ini dikarenakan Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar negara yang 

dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. 

Siyasah Tanfîdziyah adalah bagian dari bidang Siyasah Dusturiyah, 

Siyasah Dusturiyah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah 

perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep 

konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa 

Siyasah Dusturiyah membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan 

hubungan antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib 

dilindungi.
30

 Sedangkan Siyasah Tanfidziyah adalah tugas melaksanakan 

undang-undang. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk 

                                                             
 28 Jayusman, ―Ar-Radha ‗Fi Al-Qur‘an. ― Jurnal Al-Fath 6 No. 2 (2012). 

 
29

 Rachmat Syafe‘i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 117. 
30 Abu A‘la Al-Maududi, Sistem Politik Islam (Bandung: Mirzan, 1993), 247. 
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menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut, tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi 

kebutuhan manusia.
31

 Objek kajian fiqh siyasah adalah hubungan antara 

pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan 

kemaslahatan bersama. Sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh 

siyasah mempunyai metodologi dan pendekatan ilmiah sendiri. Oleh 

karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya 

membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal 

ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
32

 

 Negara dalam melaksanakan undang-undang itu memiliki 

kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyah). Negara memiliki 

kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. Negara dalam hal ini melakukan kebijaksanaan baik 

yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan 

dengan negara lain (hubungan internasional). Siyasah Tanfidziyah dalam 

islam dikenal dengan istilah ulil al amr dan dikepalai seorang amir atau 

khalifah. Istilah ulil al amr tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif 

saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan 

dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan Al-Qur‘an dan as-sunnah, 

                                                             
31 Yusadani, Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran (Yogyakarta: Amara Books, 

2011), 56. 
32 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis 

(Jakarta: Kencana, 2014), 7. 
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umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga 

eksekutif ini menaati Allah Swt dan Rasul serta menghindari dosa dan 

pelanggaran.
33

 Kriteria seorang pemimpin dikatakan tidak mampu berbuat 

adil adalah apabila ia melanggar berbagai larangan dimaksud dengan teori 

Fiqh Siyasah, larangan-larangan yang diatur dalam Islam, dan larangan 

yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
34

  

 Persoalan Siyasah Tanfîdziyah umumnya tidak dapat dilepaskan 

dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-

Qur‘an maupun Hadis, maqashid syariah, dan semangat ajaran Islam di 

dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun 

perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulliy itu menjadi unsur 

dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang 

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya 

hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya. Menurut perspektif Islam 

tidak lepas dari Al-Quran dan sunnah serta praktik yang dikembangkan 

oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah 

tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, 

terutama oleh Nabi Muhammad Saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah 

salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena 

menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.
35

 

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. 

                                                             
33 Ali Ahmad As-Salus, Aqidah Al-Imamah, Inda as-Syi‟ah Al-Isna, Asyariyah (Jakarta: Gema 

Insani Press, 1997), 15. 
34 Zuhraini, Abdul Qodir Zelani, and Fathul Mu‘in, ―Dynamics of Dismissal of Regional Heads in 

Lampung Province Perspective of Law and Fiqh Siyasah,‖ Jurnal Ilmiah Al-Syir‟ah 21, no. 2 (2023). 
35 Nurcholis Majid, Fiqih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik (Jakarta: Gaya Media Pratama, 

2001), 273. 
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Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang- undangan yang telah dirumuskan tersebut.  

  Menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya yang berjudul al-

siyasah al-syar‟iyyah, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam 

perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia 

setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata 

hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial kekayaan, pendidikan, 

dan agama. Pembahasan tentang konsitusi ini juga berkaitan dengan 

sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk 

diterapkan, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundang-

undangan maupun sumber penafsirannya.
36

 

 Dalam pembahasan syariah digunakan dengan istilah fiqih 

tanfidziyah, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan 

negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, 

peraturan-peraturannya dan istiadatnya. Fiqh siyasah tanfidziyah terdiri 

dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks.
37

 

 Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh siyasah Tanfidziyah 

umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu; Pertama, Al-Quran dan 

hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang hal mengatur tatanan 

kehidupan umat termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, baik dalam 

melakukan aturan hukum maupun dalam mengatur akhlak manusia. 

Sumber daya manusia sebagai kekuatan pendorong dan dinamika 

pemerintahan menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan 

                                                             
36 Ibid., 177. 
37 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 22. 
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mewujudkan aparatur negara yang kompeten, yaitu aparatur SDM yang 

mempunyai keahlian unggul dan keterampilan manajerial, untuk 

mempercepat pengembangan tata kelola yang baik.
38

 Kedua, kebijakan ulil 

amri ialah atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum 

yang berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk 

mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar dapat 

tercapai kemaslahatan bersama. Fiqh Siyasah Tanfidziyah berhubungan 

dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan 

kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang 

lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib 

bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan 

rakyat.
39

 

2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah 

 Terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif (Al-Sultah 

Tanfidziyah) yaitu konsep termasuk di dalamnya persoalan imamah, 

persoalan bai‟ah, wuzarah, dan Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

a. Konsep Imamah/Imam  

 Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imamah yang 

memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. 

Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin 

tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang 

mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk 

                                                             
38 Zuhraini and Fathul Mu‘in, ―Strengthening the Legislative Supervisory Function in the Provision 

of Human Resources in Era 5.0 Perspective of Fiqh Siyasah,‖ In 1 St Raden Intan International Conference 

on Sharia and Law, KnE Social Sciences, 2024. 
39 J. Suyuthi Puluangan, Fiqh Siyasah (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1997), 40. 
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orang dengan fungsi lainnya. Al-Mawardi menyebut dua hak imam 

yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.
40

 

 Mengenai kewajiban-kewajiban imam, ternyata tidak ada 

kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya, sebagai 

contoh akan dikemukakan kewajiban imam menurut Al-Mawardi 

sebagai berikut: 

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-

apa yang telah disepakati oleh umat salaf. 

2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang 

bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan 

terlaksana secara umum. 

3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan 

tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat 

berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau 

hartanya.  

4. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani 

melanggar hukum dan memelihara hakhak hamba dari kebinasaan 

dan kerusakan.  

5. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak 

berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau 

nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim 

(mu‟ahid). 

                                                             
40 Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah-Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari‟ah 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 93. 
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6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah 

dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak 

pula jadi kafir dzimi. 

7. Memungut sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas 

dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.  

8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang 

yang berhak menerimanya dari baitul mal dengan wajar serta 

membayarkannya pada waktunya.  

9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di 

dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan 

kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat 

dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus 

oleh orang yang jujur.  

10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam 

membina umat dan menjaga agama.
41

 

b. Konsep bai‟ah  

 Konsep bai‟ah Secara terminologi kata Bai‟ah adalah ―Berjanji 

untuk taat‖. Seakan-akan orang yang bai‟ah memberikan perjanjian 

kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang 

masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan 

menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan 

perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau 

terpaksa.  

                                                             
 

41
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c. Konsep wizara 

 Kata wizara diambil dari kata al-wazr yang berarti altsuql atau 

berat. Hal ini karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas 

kenegaraan yang berat. Kepadanya lah dilimpahkan sebagian 

kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Pengertian wazir 

sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu 

bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi 

Muhammad Saw. Di antara yang tercatat dalam sejarah adalah 

kesetiannya menemani Nabi Muhammad Saw hijrah dari Makkah ke 

Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan 

sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan 

umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi 

pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.
42

 

d. Konsep Ahlul Halli wa al-Aqdi  

 Ahlu Halli wa al-Aqdi adalah orang-orang yang mempunyai 

wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini 

dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang 

bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. 

Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara 

langsung, karena itu ahlu halli wa al-aqdi juga disebut oleh al-

Mawardi sebagai Ahlu al-Khiyar (golongan yang berhak untuk 

memilih). Peranan golongan ini sangat penting untuk memilih salah 

                                                             
42 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: PT RajaGrafindo 
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seorang di antara Ahl al-Imamah (golongan yang berhak untuk dipilih) 

untuk menjadi khalifah.
43

 

 Pembentukan lembaga ahlul halli wal aqdi dalam pemerintahan 

Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan 

yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan 

kemaslahatan umat. Para ulama fiqh menyebutkan beberapa alasan 

pentingnya pelembagaan majelis ini, antara lain: 

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk 

dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan 

pembentukan undang-undang. 

2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan 

dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara 

kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda.  

3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya 

terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit 

melakukannya.  

4. Amar makruf nahi munkar akan dapat dilaksanakan apabila ada 

lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara 

pemerintah dan rakyat.  

5. Kewajiban taat kepada ulil amri baru mengikat apabila telah 

ditetapkan oleh lembaga musyawarah.  

                                                             
43 Suyuthi Pulungan, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran (Jakarta: Rajawali, 1994), 66. 
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6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan 

dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip 

musyawarah.
44

 

3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah dalam Pengembangan Kota Layak Anak 

 Dalam Islam yang menjadi latar belakang terciptanya struktur dan 

mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan adalah berdasarkan 

prinsip-prinsip tertentu yang ditetapkan al-Qur‘an dan hadis Nabi 

Muhammad Saw. Prinsip pertama adalah bahwa seluruh kekuasaan di 

alam semesta ada pada Allah karena Allah Swt yang telah 

menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan 

oleh Allah dalam al-Qur‘an dan hadis nabi, sedangkan hadis merupakan 

penjelasan tentang al-Qur‘an. Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, 

terdapat tiga badan kekuasaan, yaitu : Sulthah al-tasyri‟iyyah (kekuasaan 

Legislatif), Sulthah al-tanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), dan Sulthah al-

qadha‟iyyah (Kekuasaan Yudikatif).
45

 

 Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik 

membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia 

pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, 

peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau 

yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi 

manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang 

mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

                                                             
 44 Wahyu Abdul Jafar, ―Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat,‖ Al-Imarah: Jurnal 

Pemerintahan Dan Politik Islam 2, no. 1 (2017): 130. 
45 Hakim Javid Iqbal, Masalah-Masalah Teori Politik Islam (Bandung: Mizan, 1996), 57. 
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yang dijalankannya.
46

 Berdasarkan kajian dan perspektif Islam kekuasaan 

adalah suatu karunia atau nikmat Allah Swt yang merupakan suatu amanah 

kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya 

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Quran 

dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw.
47

 

 Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-Qur‘an dan sunnah serta 

praktik yang dikembangkan oleh al khulafah serta pemerintah Islam 

sepanjang sejarah. Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah ini merupakan kajian 

yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. 

Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan negara.
48

 

 Tugas Al-Sulthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-

undang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan 

pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan 

jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang 

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga 

dianugerahkan pada seluruh umat manusia.  

                                                             
46 Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik (Jakarta: Erlangga, 2008), 11. 
47 Yuniar Riza Hakiki, ―Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam 

Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia,‖ As-Siyasi : Journal of Constitutional 

Law 2, no. 1 (2022): 1–20, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813. 
48 Majid, Fiqih Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik, 273. 
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 Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar 

menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus 

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu 

juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi sehingga anak dapat 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta 

melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas 

dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai 

anugerah dan amanah ciptaan Allah Swt.
49

 Dalam surat Al-An‘am ayat 

151, Allah Swt berfirman: 
ۚ  بِه تُشْركُِوْا الَّّ  عَلَيْكُمْ  رَبُّكُمْ  حَرَّمَ  مَا اتَْلُ  تَ عَالَوْا قُلْ  اً  ۚ  اِحْسَاناً وَّباِلْوَالِدَيْنِ  شَيْ   اۚ  تَ قْتُ لُوْ  وَلَّ    
ۚ  اِمْلَقٍ  مِّنْ  اوَْلَّدكَُمْ  وَلَّ ۚ   وَايَِّاهُمْ  نَ رْزقُُكُمْ  نََْنُ   ۚ  بَطَنَ  وَمَا مِن ْهَا ظَهَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَ قْرَبوُا   

هُ  حَرَّمَ  الَّتِْ  الن َّفْسَ  تَ قْتُ لُوا وَلَّ  ۚ  باِلَْْقِّ  اِلَّّ  اللّٰ ىكُمْ  ذٰلِكُمْ   ۚ  بِه وَصّٰ  تَ عْقِلُوْنَ  لَعَلَّكُمْ  
 

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa 

yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-

Nya dengan apa pun, berbuatbaiklah kepada kedua orang tua, dan 

janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu 

berfirman,) „Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada 

mereka.‟ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang 

terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang 

yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.
 
Demikian itu 

Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti”(Q.S. An‟am [6]: 151). 

 

Kedua, terdapat dalam Surat Al-Isra ayat 31, Allah Swt berfirman: 

اۚ  تَ قْتُ لُوْ  وَلَّ  ۚ  اِمْلَقٍ  خَشْيَةَ  اوَْلَّدكَُمْ   ۚ  وَايَِّاكُمْ  نَ رْزقُُ هُمْ  نََْنُ   اً كَانَ  قَ ت ْلَهُمْ  اِنَّ   رًا خِطْ    كَبِي ْ
 

“Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah 

yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya 
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membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar” (Q.S. Al-Isra [17]: 

31). 

 

 Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah 

individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan 

dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap 

anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling 

menghormati. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran 

hukum Islam adalah masyarakat. Demi menjaga eksistensi sebuah 

masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti 

peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan 

antara pemimpin dan rakyat. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai agama.   

 Pembentukan pengembangan KLA merupakan langkah untuk 

memberikan perlindungan kepada anak, tujuan dari perlindungan anak 

menurut pandangan Islam adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan 

anak agar anak-anak dapat mengembangkan potensinya secara aman 

sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Oleh karena itu, hubungan 

sinergisitas antara pemimpin (imam) atau pemerintahan dan rakyatnya 

berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya. Pemenuhan 

hak dasar anak merupakan bagian integral dan implementasi pemenuhan 

hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan 
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pemberian Allah Swt yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh 

orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
50

 

 Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa 

yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat dan 

martabat, dan hak-hak sebagai manusia harus dijunjung tinggi. Dalam 

surat An-Nisa ayat 9, Allah Swt berfirman: 

ۚ  عَلَيْهِمْ  خَافُ وْا ضِعٰفًا ذُرِّيَّةً  خَلْفِهِمْ  مِنْ  تَ ركَُوْا لَوْ  الَّذِيْنَ  وَلْيَخْشَ   قَ وْلًّ  وَلْيَ قُوْلُوْا اللّٰهَ  فَ لْيَت َّقُوا 
 سَدِيْدًا

 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah 

dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak 

keturunannya)”(Q.S. An-Nisa [4]: 9). 

 

 Maka dalam hal memberikan perlindungan kepada anak 

merupakan kewajiban yang mutlak yang harus dilakukan oleh seluruh 

orang tua, masyarakat dan negara sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan 

hamba kepada Allah Swt atas anak sebagai anugerah yang harus dijaga 

dan dipenuhi seluruh hak yang melekat pada diri seorang anak karena 

jaminan perlindungan kepada anak merupakan satu pilar yang harus 

ditegakkan untuk kemaslahatan. 

B. Pengembangan Kota Layak Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota 

Layak Anak 

1. Pengertian Pengembangan Kota Layak Anak 
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 Pengembangan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan 

dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan 

Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, 

menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, 

program, kegiatan untuk mencapai indikator KLA. KLA merupakan kota 

yang dibangun berdasarkan prinsip pemenuhan hak anak, perlindungan 

anak dan penghargaan terhadap pendapat anak yang dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan 

dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
51

 Layak 

diartikan dengan patut atau pantas, misalnya: diperlakukan selayanya. 

Layak yang dimaksud adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah 

dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang yang 

diatur dalam Konveksi Hak Anak atau Undang-Undang Perlindungan 

Anak.
52

 

 Pengertian lain menyebutkan KLA adalah sistem pembangunan 

kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya 

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara 

menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan 

untuk pemenuhan hak-hak anak. KLA memberikan perlindungan terhadap 

anak dan hak-haknya dalam sebuah proses pembangunan berkelanjutan, 

dengan menciptakan lingkungan yang kondusif agar anak dapat hidup, 

                                                             
51 Moh. Ilham Hamudy, Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak (Bandung: Alfabeta, 2015), 13. 
52 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2014), 572. 



 
 

 

41 

tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan 

martabat.
53

 

 Tolak ukur keberhasilan KLA adalah menjadikan masyarakat kota 

dan anak sebagai subjek pembangunan, untuk mewujudkan KLA kita 

dapat mengukurnya melalui 24 Indikator yang di kelompokkan ke dalam 1 

kelembagaan dan 5 klaster sebagaimana berikut ini:  

1. Kelembagaan, terdiri dari beberapa indikator seperti:  

1. Peraturan Daerah Tentang KLA. 

2. Penguatan kelembagaan KLA. 

3. Adanya peran dari masyarakat, media massa, dan dunia usaha 

dalam memberikan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 

(PHPA). 

2. Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, yang terdiri dari:  

1. Anak yang memiliki akte kelahiran. 

2. Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak (ILA). 

3. Terbentuknya wadah penampung partisipasi anak  

3. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Altertnatif 

1. Adanya program pencegahan perkawinan anak. 

2. Penguatan terhadap Lembaga kosultasi penyedia layanan 

pengasuhan anak bagi orang tua atau keluarga. 

3. Adanya lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.  

4. Terdapat infrastruktur ramah anak di ruang public. 
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4. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 

1. Terdapat persalianan pada fasilitas Kesehatan. 

2. Status gizi pada balita. 

3. Pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA). 

4. Fasilitas Kesehatan dengan standarisasi pelayanan ramah anak . 

5. Lingkungan sekitar yang sehat. 

6. Tersedianya Kawasan bebas asap rokok  

5. Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya  

1. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUDHI). 

2. Wajib Belajar 12 Tahun. 

3. Adanya Sekolah Ramah Anak. 

4. Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan budaya, kreatifitas 

dan rekreasi yang ramah terhadap anak  

6. Klaster Perlindungan Khusus  

1. Adanya pelayanan bagi korban kekerasan dan eksploitasi pada 

anak. 

2. Adanya pelayanan bagi korban yang terjerat kasus pornografi, 

narkotika dan terinfeksi HIV-AIDS. 

3. Adanya pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok 

minoritas dan terisolasi dan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku 

Sosial Menyimpang (PSM). 
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4. Adanya peselesaian bagi anak yang Berhadapan Dengan Hukum 

(ABH), korban jaringan teroris dan stigmasi masyarakat akibat 

kondisi orang tuanya.
54

 

 Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang salah 

satunya melalui pengembangan sekolah ramah anak (SRA). Melalui SRA 

anak-anak dapat terpenuhi hak-haknya dalam bidang pendidikan. 

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yang berbunyi: 

―Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah 

dalam menjamin pemenuhan hak anak‖.  Pada klaster Pendidikan, 

pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, salah satu indikator untuk 

mewujudkan KLA yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA). SRA adalah satuan 

Pendidikan formal, non formal dan informal yang aman, bersih, dan 

berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai 

hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, dikriminasi dan 

perlakuan salah, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam 

perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme 

pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di bidang 

Pendidikan. SRA merupakan upaya mewujudkan pemenuhan hak dan 

perlindungan anak selama 8 jam anak berada di sekolah, melalui upaya 

sekolah untuk menjadikan sekolah bersih, aman, ramah, indah, inklusif, 

sehat, asri, dan nyaman. Kebijakan SRA adalah sebagai acuan bagi 

pemangku kepentingan termasuk anak dalam mengembangkan SRA 
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sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu indikator KLA yaitu SRA. 

Adapun tujuan dari SRA adalah memenuhi, menjamin, dan melindungi 

hak anak melalui SRA; memastikan bahwa satuan Pendidikan 

mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan 

anak untuk bertanggungjawab kepada kehidupan yang toleran, saling 

menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat 

perdamaian. 

 Indikator SRA adalah variabel yang membantu dalam memberikan 

nilai terhadap satuan pendidikan dalam mengupayakan terpenuhi, 

terjamin, dan terlindunginya hak-hak anak untuk terwujudnya SRA. 

Terdapat  beberapa indikator SRA yang meliputi 6 komponen penting, 

yaitu: 

1. Memiliki kebijakan SRA; 

2. Pelaksanaan Kurikulum yang berbasis hak anak; 

3. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dalam pemenuhan hak-hak 

anak; 

4. Memiliki sarana dan prasarana SRA seperti: 

1. Memiliki kapasitas ruang kelas yang sesuai dengan jumlah murid. 

2. Peralatan belajar yang ramah anak (meja, kursi, pencahayaan yang 

cukup). 

3. Memiliki toilet. 

4. Memiliki tempat cuci tangan. 

5. Memiliki air yang bersih. 

6. Bangunan yang ramah anak dan aman bencana. 
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7. Memiliki ruang UKS. 

8. Memiliki ruang konseling. 

9. Memiliki area dan ruang bermain yang aman. 

10. Memiliki ruang perpustakaan. 

5. Partisipasi anak; dan 

6. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku 

kepentingan lainnya dan alumni.  

 Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai 

berikut: 

1. Non diskriminasi, yaitu prinsip yang tidak membedakan suku, ras, 

agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, 

kondisi fisik maupun psikis anak; 

2. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan kepentingan terbaik 

bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau 

Pemerintah Kabupaten/Kota, badan legislatif, badan yudikatif dan 

lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 

dengan anak; 

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu 

melindungi hak asasi anak sebagai hak yang paling mendasar dalam 

kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua; dan 

4. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak 

anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam 
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pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang 

mempengaruhi kehidupan anak.   

 Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa SRA 

merupakan suatu usaha untuk mewujudkan sebuah KLA bagi anak dengan 

menciptakan kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak dan memberi 

perlindungan terhadap kehidupan anak melalui pengintegrasian komitmen 

dan sumber daya dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha secara 

terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam sebuah kebijakan, 

program ataupun kegiatan. Hal ini dilakukan agar setiap anak dapat hidup, 

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia 

yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera untuk nantinya dapat 

berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional Indonesia. 

2. Dasar Hukum Pengembangan Kota Layak Anak  

 Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak menjadi upaya 

pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara 

terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai 

indikator Kota Layak Anak. Tujuan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak 

berdasarkan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 

8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak yakni: 
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1. Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan 

orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia 

usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap 

hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak 

tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab; 

2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, 

prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, 

masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan 

hak anak;  

3. Mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan 

perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan 

berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan  

4. Sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan 

melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak. 

 Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak. Kebijakan 

KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan: 

1. Sekolah ramah anak;  

2. Pelayanan kesehatan ramah anak;  

3. Tempat ibadah ramah anak;  

4. Ruang bermain ramah anak;  
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5. Fasilitas di ruang publik;  

6. Kecamatan layak anak;  

7. Kelurahan layak anak; dan 

8. Rukun tetangga layak anak. 

 Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak bahwa 

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak.  

 Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 

Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak melalui 

Sekolah Ramah Anak meliputi: 

1. Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah 

dalam menjamin pemenuhan hak anak.  

2. Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memenuhi ketentuan:  

a. Memiliki kebijakan sekolah ramah anak;  

b. Pelaksanaan kurikulum yang berbasis hak anak;  

c. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih dalam pemenuhan 

hak-hak anak;  

d. Memiliki sarana dan prasarana sekolah ramah anak;  

e. Partisipasi anak; dan  

f. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, 

pemangku kepentingan lainnya dan alumni.  

 Pada konteks implementasi kebijakan bahwa perlindungan anak 

mutlak diwujudkan oleh setiap elemen masyarakat dan tentunya dijamin 
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keberadaannya oleh negara agar anak dapat tumbuh dan berkembang 

secara wajar. Dengan demikian, perlindungan anak mencakup setiap 

bidang pembangunan. Pembangunan perlindungan anak yang terintegrasi 

dan komprehensif akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif 

dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik 

laki-laki maupun perempuan.
55

 

3. Tujuan Pengembangan Kota Layak Anak 

 Tujuan dari pengembangan KLA melalui program SRA adalah 

mewujudkan pendidikan di sekolah yang dapat menjamin dan memenuhi 

hak-hak dan perlindungan anak. Untuk memastikan terlaksananya 

pendidikan ramah anak di sekolah, maka sekolah harus memiliki prinsip-

prinsip perlindungan anak yakni tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, 

kepentingan terbaik bagi anak, dan hak tumbuh berkembang, serta 

penghargaan terhadap anak.
56

 

 Dalam menerapkan program SRA tujuan umum yaitu untuk 

mewujudkan satuan Pendidikan yang dapat menanggung dan memenuhi 

hak-hak anak. Sekolah menjadi lembaga yang aman dan nyaman bagi anak 

agar dapat mengembangkan semua potensi anak. Sedangkan tujuan khusus 

program SRA yaitu mengoptimalkan kebijakan dan anggaran yang sudah 

diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penerapa SRA, 

mendorong peningkatan kapasitas gugus tugas KLA dalam upaya 

penerapan SRA, dan mendorong peningkatan komitmen dan partisipasi 

para pemangku kepentingan dalam penerapan SRA. Selain itu tujuan 

                                                             
 55 Jumanah, ―Implementasi Kebijakan Perlindungan Khusus Pada Program Kota Layak Anak 

(KLA) Di Indonesia,‖ JIPAGS 7, no. 1 (2023): 16. 
 56 Hamudy, ―Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak Di Surakarta Makassar.‖ 
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disusunnya kebijakan SRA adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan 

melindungi hak anak, serta memastika bahwa satuan Pendidikan mampu 

mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan 

anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling 

menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat 

perdamaian. Satuan Pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan 

generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi 

yang cerdas secara emosional dan spiritual.  

 Perencanaan tujuan program SRA mengacu pada lingkungan dan 

kondisi pendidikan saat ini yaitu kebutuhan akan pendidikan yang dapat 

melindungi anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta dapat 

memberdayakan potensi anak dengan memprogramkan sesuatu yang dapat 

menumbuhkan dan mengembangkan potensi anak. Selain itu sekolah juga 

harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif. Penetapan 

tujuan program SRA sangatlah tepat dikarenakan berbagai ancaman yang 

mengintai anak di lingkungan sekolah masih kerap terjadi. Diharapkan 

dengan adanya program ini ancaman dan bentuk kekerasan pada anak di 

sekolah dapat dicegah. Sekolah berupaya menciptakan lingkungan dan 

suasana sekolah yang kondusif agar anak merasa nyaman dan senang saat 

berada di sekolah. Untuk menciptakan suasana tersebut maka sekolah 

memperhatikan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. 
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Selain itu sekolah juga mendukung partisipasi aktif tiap anak dalam 

berbagai kegiatan sekolah.
57
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39–40. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Implementasi Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 

Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Bandar 

Lampung melalui kebijakan SRA di SMPN 14 Bandar Lampung telah 

diterapkan dengan indikator SRA, dalam penyelenggaraannya Kurikulum 

yang diterapkan di SMPN 14 Bandar Lampung yang telah diintegrasikan 

dengan program SRA yang tidak terdapat diskriminasi dan kekerasan pada 

anak. Pelaksanaan kegiatan telah memberikan hasil dan dampak positif 

sesuai sasaran dan tujuan dari kebijakan SRA. Pendidik dan tenaga 

pendidik mempunyai tindakan dan kepedulian terhadap siswa. Sarana dan 

prasarana untuk arah menuju SRA yaitu tersedia lapangan sekolah sebagai 

tempat bermain anak di luar jam sekolah yang memadai termasuk 

penyandang disabilitas, memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA 

(dilarang merokok, anti perundungan, kebersihan, toilet, jalur evakuasi, 

tanda titik kumpul), toilet yang terpisah berdasarkan gender, perpustakaan, 

perlengkapan obat-obatan di UKS berfungsi dengan baik, ruang konseling, 

tersedianya sistem pengawasan lingkungan CCTV di semua kelas dan 

hampir seluruh ruangan, dan sebagainya. Partisipasi anak yang mana guru 

selalu melibatkan segala kegiatan. Partisipasi orang tua dijadikan suatu hal 

pendukung dalam melaksankan program SRA Namun sisi lain masih 

terdapat hambatan yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran untuk 
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mendukung pengembangan sarana dan prasarana, dan terbatasnya jumlah 

guru serta padatnya aktivitas guru dalam memenuhi kebutuhan anak yang 

sesuai standar SRA. 

2. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi Pasal 30 

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang 

Pengembangan Kota Layak Anak di SMPN 14 Bandar Lampung sudah 

memenuhi prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyah, dengan hal ini tidak 

bertentangan dengan ajaran islam. Sebagaimana tujuan dari 

pengembangan KLA ini merupakan menjamin pemenuhan hak anak dan 

mengembangkan sumber daya manusia sehingga dapat tercapai 

kemaslahatan umat. 

 

B. Rekomendasi 

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menerapkan perencanaan Kota 

Layak Anak harus dilakukan semaksimal mungkin sehingga hak-hak anak 

serta kebutuhan terutama anak-anak akan terpenuhi dan anak-anak akan 

merasa lebih nyaman dalam melakukan aktivitas sehari-hari karena 

didukung dengan fasilitas yang ada untuk kebutuhan anak. 

2. Masyarakat harus lebih berperan terhadap perencanaan Kota Layak Anak 

yang diterapkan di Kota Bandar Lampung sehingga rencana tersebut 

segera terlaksana dan masyarakat juga harus ikut mendukung dan menjaga 

program tersebut sehingga terlaksana dengan baik di Kota Bandar 

Lampung. 
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